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2020 SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,;



Mengingat

bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Invetasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor
754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 655);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2015).



38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2019).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
sebesar Rp. 5.826.941.089.195 berkurang sebesar Rp. 59.104.743.979 sehingga
menjadi Rp. 5.767.836.345.216 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 5.826.941.089.195,00
2. Berkurang Rp (553.542.703.133,00)
Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 5.273.398.386.062,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp 5.801.941.089.195,00
2. Berkurang Rp (56.604.743.979,00)
Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 5.745.336.345.216,00

c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp 0,00
b) Bertambah Rp 494.437.959.154,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp 494.437.959.154,00
2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula Rp 25.000.000.000,00
b) Berkurang Rp (2.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan Rp 22.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp 471.937.959.154,00
Sisa lebih/(kurang) pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan : Rp 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri

dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
Semula Rp 3.017.100.020.330,00
Berkurang Rp (921.955.868.447,00)
Jumlah Rp 2.095.144.151.883,00
b. Dana Perimbangan
Semula Rp 1.662.911.894.000,00
Berkurang Rp (30.206.722.530,00)
Jumlah Rp 1.632.705.171.470,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Semula Rp 1.146.929.174.865,00
Bertambah Rp 398.619.887.844,00
Jumlah Rp 1.545.549.062.709,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

Semula Rp 2.120.698.889.047,00
Berkurang Rp (534.761.210.195,00)
Jumlah Rp 1.585.937.678.852,00

b. Retribusi daerah

Semula Rp 163.398.144.985,00
Berkurang Rp (91.297.310.058,00)
Jumlah Rp 72.100.834.927,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

Semula Rp 21.614.515.182,00

Berkurang Rp (7.912.328.935,00)

Jumlah Rp 13.702.186.247,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Semula Rp 711.388.471.116,00

Berkurang Rp (287.985.019.259,00)

Jumlah Rp 423.403.451.857,00



(3)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a.

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

Semula Rp 152.938.932.000,00

Bertambah Rp 7.751.490.470,00

Jumlah Rp 160.690.422.470,00
. Dana alokasi umum

Semula Rp 1.265.997.762.000,00

Berkurang Rp (102.096.265.000,00)

Jumlah Rp 1.163.901.497.000,00
. Dana alokasi khusus

Semula Rp 243.975.200.000,00

Bertambah Rp 64.138.052.000,00

Jumlah Rp  308.113.252.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.

Pendapatan Hibah

Semula Rp 0,00

Bertambah Rp 199.276.790.000,00

Jumlah Rp 199.276.790.000,00
. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Semula Rp 804.585.894.865,00

Bertambah Rp 13.923.661.944,00

Jumlah Rp 818.509.556.809,00
. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 71.382.704.000,00
. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Semula Rp 342.343.280.000,00

Bertambah Rp 114.036.731.900,00

Jumlah Rp 456.380.011.900,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

Semula Rp 2.683.142.660.353,00
Berkurang Rp (271.440.798.650,00)
Jumlah Rp 2.411.701.861.703,00
. Belanja Langsung

Semula Rp 3.118.798.428.842,00
Bertambah Rp 214.836.054.671,00
Jumlah Rp 3.333.634.483.513,00
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(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai
Semula
Berkurang
Jumlah

b. Belanja subsidi

. Belanja

. Belanja hibah

Semula
Berkurang
Jumlah

. Belanja bantuan sosial

Semula

Bertambah

Jumlah

bantuan
Pemerintahan Desa
Semula

Berkurang

Jumlah

Belanja tidak terduga
Semula

Bertambah

Jumlah

Rp 2.254.404.141.360,00

keuangan

Rp_ (361.812.890.448,00)
Rp 1.892.591.250.912,00
Rp 6.000.000.000,00
Rp  135.108.506.000,00
Rp  (67.333.390.200,00)
Rp 67.775.115.800,00
Rp 101.243.280.000,00
Rp 1.470.000.000,00
Rp 102.713.280.000,00

Provinsi/Kab./Kota dan

Rp 33.386.732.993,00
Rp (31.486.732.993,00)
Rp 1.900.000.000,00
Rp 153.000.000.000,00
Rp 187.722.214.991,00
Rp 340.722.214.991,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. Belanja Pegawai

Semula
Berkurang
Jumlah

. Belanja Barang dan Jasa

Semula
Bertambah
Jumlah

. Belanja Modal

Semula
Bertambah
Jumlah

Rp 138.643.566.652,00
Rp (49.787.598.272,00)
Rp 88.855.968.380,00
Rp 2.126.735.058.533,00
Rp 6.428.257.660,00
Rp 2.133.163.316.193,00
Rp 853.419.803.657,00
Rp 258.195.395.283,00
Rp 1.111.615.198.940,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri

dari:
a. Penerimaan
Semula Rp 0,00
Bertambah Rp 494.437.959.154,00
Jumlah Rp 494.437.959.154,00
b. Pengeluaran
Semula Rp 25.000.000.000,00
Berkurang Rp (2.500.000.000,00)
Jumlah Rp 22.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya

Semula Rp 0,00
Bertambah Rp 494.437.959.154,00
Jumlah Rp 494.437.959.154,00
b. Penerimaan Piutang Pendapatan Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Semula Rp 25.000.000.000,00
Berkurang Rp (2.500.000.000,00)
Jumlah Rp 22.500.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari:

a. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran |l Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran lll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
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d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

e. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VIl Daftar piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

i Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

B Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

l. Lampiran XIlI Daftar dana cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XllIl Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun
sebelumnya, dilakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui belanja tidak terduga.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi Kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
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d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecuali untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah
ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota.

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/142/2020)



